
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam

permusywaratan/perwakilan



“kerakyatan” adalah bersifat cita-cita

kefilsafatan, yaitu bahwa negara adalah

untuk keperluan rakyat. Oleh karena

itu maka sifat dan keadaan negara harus

sesuai dengan kepentingan seluruh

rakyat.



 hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat

manusia sebagai makhluk individu dan makhluk

sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok

manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang 

bersatu yang bertujuan muwujudkan harkat dan

martabat manusia dalam suatu wilayah negara. 

 Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok

negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, 

oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula

kekuasaan negara.





 Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

 Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

 Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil

keputusan bersama.

 Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata

mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.



 Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, 
berarti Indonesia menganut demokrasi.

 Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat
dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, 
kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan
bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan
hati nurani.

 Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau
memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui
musyawarah untuk mufakat.

 Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya
rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain 
dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.



 Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik
terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadapTuhan yang 
Maha Esa.

 Menjujung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

 Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup
bersama.

 Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena
perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia.

 Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, 
kelompok, ras, suku maupun agama.

 Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang 
beradab.

 Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang 
adil dan beradab.

 Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial
agar tercapainya tujuan bersama.



 Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

 Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.

 Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

 Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

 Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.

 Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
dalam musyawarah.

 Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara
moral kepadaTuhanYang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan
kesatuan bersama.

 Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan permusyawaratan.



 Pasal 2 
1. Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota DewanPerwakilan
rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, 
menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 
2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di
ibu-kota Negara. 
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang 
terbanyak

 Pasal 3
Majelis Permusyawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis
besar daripada haluan Negara. 

 Pasal 6 ayat 2
Presiden danWakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan rakyat dengan
suara yang terbanyak

 Pasal 19
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.



Keadilan Sosial Bagi Seluruh

Rakyat Indonesia



 Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral 

mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau

orang.

 Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan

kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan

sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.



Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh

hakekat keadilan manusia yaitu

keadilandalam hubungan manusia dengan

dirinya sendiri, manusia dengan manusia

lain, manusia dengan masyarakat, bangsa

dan negaranya serta hubungan manusia

denganTuhannya.



 Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

 Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

 Menghormati hak orang lain.

 Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

 Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain.

 Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan
dan gaya hidup mewah.

 Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau
merugikan kepentingan umum.

 Suka bekerja keras.

 Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan
dan kesejahteraan bersama.

 Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang 
merata dan berkeadilan sosial.



 Pasal 33 ayat 3

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

 Pasal 34 

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh Negara






